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PENGANTAR

Apel Pagi Awal Tahun 2023 pada Rabu, (4/1/2023)

Memulai kinerja di tahun 2023,

Kementerian Hukum dan HAM menetapkan Target Kinerja demi mendukung RPJMN, Renstra

dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-03.PR.01.03

Tahun 2022 tentang Target Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2023,

menetapkan 116 Target Kinerja yang meliputi 77 Target Kinerja Unit Utama dan 39 Target

Kinerja Kantor Wilayah.

Target Kinerja ini diharapkan dapat mengakselerasi implementasi Resolusi Kemenkumham

Tahun 2023 yakni “Wujudkan Kementerian Hukum dan HAM Semakin PASTI dan          

 Ber-AKHLAK dengan Bekerja secara Cepat, Tepat, Ikhlas, dan Hasilnya Akuntabel" sehingga

dapat mendukung Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan

Berkelanjutan serta diharapkan dapat berkontribusi dalam mendukung Pembangunan

Nasional menuju Indonesia Maju.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Yasonna Laoly

Akhir kata, mari bersama-sama menjalankan Target Kinerja

ini dengan sungguh-sungguh untuk Kementerian Hukum

dan HAM yang lebih baik lagi.











TARGET KINERJA UNIT UTAMA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023



 

INSPEKTORAT JENDERAL 

No. Target Kinerja Kriteria Keberhasilan Ukuran Keberhasilan Target Capaian Data Dukung Penanggungjawab 

1. Penguatan 
Implementasi Sistem 
Akuntabilitas Instansi 
Pemerintah (SAKIP) 

 

Tersusunya laporan 
Kinerja (LKIP/LKJIP) pada 
Unit Pelaksana Teknis 
dan Balai 

Penguatan Implementasi 
Sistem Akuntabilitas Instansi 
Pemerintah (SAKIP) pada Unit 
Pelaksana Teknis 

Pendampingan Penyusunan 
Laporan Kinerja (LKJIP/LKIP) Unit 
Pelaksana Teknis dan Balai 

B01:  
1. Matriks pemetaan/Identifikasi 

Satuan Kerja yang akan 
dilakukan Pendampingan  
Penyusunan Laporan Kinerja 
(LkjIP)  
 

2. Surat Perintah Pendampingan  
Penyusunan Laporan Kinerja 
(LkjIP) di masing-masing Satuan 
Kerja 

 
B02 
Surat Perintah Pelaksanaan Reviu 
Laporan Kinerja (LkjIP) 
 
B03: 
Laporan Hasil Pelaksanaan Reviu 
Laporan Kinerja (LkjIP) 
 
B04: 
- 
 
B05: 
Surat Perintah Pelaksanaan Evaluasi 
SAKIP  
 

 

Inspektorat Wilayah V 



     B06: 
1. Surat Perintah Pelaksanaan  

Panel Evaluasi SAKIP 
2. Berta Acara  Hasil Panel 
 
B07: 
1. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP 

Kemenkumham 
2. Surat Menteri Hukum dan HAM 

ke Menteri PAN-RB hal usulan 
nilai SAKIP Kementerian 
 

B08: 
- 
 
B09: 
- 
 
B10: 
Surat Perintah Pelaksanaan 
Monitoring tindaklanjut atas 
rekomendasi hasil evaluasi SAKIP 
 
B11: 
Laporan monitoring tindaklanjut atas 
rekomendasi hasil evaluasi SAKIP 
 
B12: 
- 

 



2 Kapabilitas APIP 
Kemenkumham Level 4 

Terpenuhinya data 
dukung Penilaian Mandiri 
Kapabilitas APIP Menuju 
Level 4 

Kapabilitas APIP   
Kemenkumham Menuju Level 
4 

Peningkatan Kapabilitas APIP   
Kemenkumham Menuju Level 4 

B01: 

- 

 

B02: 

Dokumen tindak lanjut 

 
B03: 
Laporan Rapat persiapan dan 
pembentukan Tim Kapabilitas APIP 
(penanggung jawab per elemen), SK 
Tim Kapabilitas APIP 
 
B04: 

- 

 

B05: 

Surat Irjen hal Pemohonan 

Pendampingan oleh BPKP Tahun 

2023 

 
B06: 
Dokumen UANG (Undangan, 

Absensi, Notula, dan Gambar) 

kegiatan Pendampingan oleh BPKP 

Tahun 2023 

 
B07: 
Laporan Pengumpulan data dukung 

Peningkatan Kapabilitas APIP   

Kemenkumham menuju Level 4 dari 

tiap elemen 

 
 
B08: 
- 
 
B09 : 
Laporan hasil penilaian mandiri 
kapabilitas APIP 
 
B10: 
- 
 

Inspektorat Wilayah I dan 
Sekretariat Inspektorat 
Jenderal 



B11: 
Laporan hasil penjaminan kualitas 
oleh BPKP atas penilaian mandiri 
kapabilitas APIP Kemenkumham 
 
B12: 
Laporan Monitoring dan Evaluasi 
Peningkatan Kapabilitas APIP   
Kemenkumham menuju Level 4 

3 Penguatan, Pengawasan, 
dan Pengendalian Internal 
Maturitas SPIP pada 
satuan kerja Kementerian 
Hukum dan HAM 
 

Meningkatnya tingkat 
maturitas SPIP pada 
seluruh Satuan Kerja 
Kementerian Hukum dan 
HAM 

Maturitas SPIP Menuju Level 4  Peningkatan maturitas SPIP 
Menuju Level 4 

B01: 
Hasil Koordinasi dengan Sekretariat 
Jenderal 
 
 
B02: 
1. Hasil Koordinasi dengan 

Sekretariat Jenderal; 
2. Workshop/PKS Penilaian Mandiri 

dan Penjaminan Kualitas dalam 
Penilaian SPIP Terintegrasi. 

 
B03: 
Surat Perintah kegiatan 
Pendampingan dalam proses 
Penilaian Mandiri pada satuan kerja 
Kementerian Hukum dan HAM 
 
B04: 
Surat Perintah kegiatan 
Pendampingan dalam proses 
Penilaian Mandiri pada satuan kerja 
Kementerian Hukum dan HAM 
 
B05: 
Hasil Koordinasi dengan Sekretariat 
Jenderal selaku koordinator PM 
terkait hasil Penilaian Mandiri SPIP 
Terintegrasi 
 
 
 

Inspektorat Wilayah I 



     B06: 
Surat Perintah kegiatan Penjaminan 
Kualitas (PK) atas hasil Penilaian 
Mandiri SPIP Terintegrasi pada 
Satuan Kerja Kementerian Hukum 
dan HAM 
 
B07: 
Laporan pelaksanaan kegiatan 
Penjaminan Kualitas (PK) atas hasil 
Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi 
pada Satuan Kerja Kementerian 
Hukum dan HAM 
 
B08: 
Laporan pelaksanaan kegiatan 
Penjaminan Kualitas (PK) atas hasil 
Penilaian Mandiri SPIP Terintegrasi 
pada Satuan Kerja Kementerian 
Hukum dan HAM 
 
B09: 
1. Laporan pelaksanaan kegiatan 

Penjaminan Kualitas (PK) atas 
hasil Penilaian Mandiri SPIP 
Terintegrasi pada Satuan Kerja 
Kementerian Hukum dan HAM 

2. Laporan kegiatan Pendampingan 
Evaluasi Penilaian SPIP 
Terintegrasi oleh BPKP pada 
Satuan Kerja Kementerian 
Hukum dan HAM 

 
B10: 
Laporan Monitoring atas hasil 
Evaluasi Penilaian Penyelenggaraan 
SPIP Terintegrasi pada Satuan Kerja 
Kementerian Hukum dan HAM 
 
B11: 
Laporan Monitoring atas hasil 
Evaluasi Penilaian Penyelenggaraan 
SPIP Terintegrasi pada Satuan Kerja 
Kementerian Hukum dan HAM 
 

 



B12: 
Laporan Monitoring atas hasil 
Evaluasi Penilaian Penyelenggaraan 
SPIP Terintegrasi pada Satuan Kerja 
Kementerian Hukum dan HAM 

4 Implementasi Manajemen 
Risiko (MR) 
 

Terselenggaranya 
penerapan Manajemen 
Risiko 

Implementasi Manajemen 
Risiko 

Pelaksanaan Pendampingan atas 
Penerapan Manajemen Risiko dan 
Evaluasi Penerapan Manajemen 
Risiko 

B01: 
Surat Irjen ke seluruh satker di 
lingkungan Kemenkumham 
 
B02: 
Hasil survei seluruh satker 
 
B03: 
Notula/Laporan workshop persiapan 
pelaksanaan pendampingan 
penerapan MR 
 
B04: 
SP Pelaksanaan Pendampingan 
Penerapan MR 
  
B05: 
SP Pelaksanaan Pendampingan 
Penerapan MR 
 
B06: 
Laporan Kompilasi Pelaksanaan 
Pendampingan Penerapan MR 
 
B07:  
Surat Irjen ke satker yang akan 
dilakukan evaluasi penerapan MR 
 

Inspektorat Wilayah III 



     B08: 
Hasil Survei Evaluasi Penerapan MR 
 
B09:  
SP Pelaksanaan Evaluasi Penerapan 
MR 
 
B10 :  
SP Pelaksanaan Evaluasi Penerapan 
MR 
 
B11 :  
SP Pelaksanaan Evaluasi Penerapan 
MR 
 
B12: 
Laporan kompilasi Evaluasi 
Penerapan MR 
 

 

5 Peningkatan Kualitas 
Laporan Keuangan 
dengan pelaksanaan 
pengawasan 
 

Pelaksanaan 
pengawasan yang efektif 
mengacu pada 
perencanaan kegiatan 

Kualitas Laporan Keuangan 
Kementerian Hukum dan HAM 
sesuai ketentuan 

Pelaksanaan Pengawasan melalui 
Pendampingan, Reviu dan Audit 
terkait Peningkatan Kualitas 
Laporan Keuangan 
 

B01: 
Matriks hasil pemetaan temuan dan 
tindak lanjut hasil pemeriksaaan dan 
pengawasan BPK dan Inspektorat 
Jenderal. 
 
B02: 
1. Laporan hasil pengawasan 
2. Laporan Kinerja Bulanan  
 
B03: 
1. Laporan Kinerja Triwulan 
2. Laporan Hasil Reviu 
3. Laporan Hasil pendampingan 

dan audit 
4. Surat informasi ke Sekretaris 

Jenderal, kepala Badan dan para 
Kakanwil mitra kerja  

 
 

Inspektorat Wilayah IV 



     B04: 
1. Laporan hasil pengawasan 
2. Laporan Kinerja Bulanan  
 
B05: 
1. Laporan hasil pengawasan 
2. Laporan Kinerja Bulanan  
 
B06: 
1. Laporan Pelaksanaan 

pendampingan, reviu dan audit 
2. Laporan Kinerja Semester 
3. Surat informasi ke Sekretaris 

Jenderal, kepala Badan dan para 
Kakanwil mitra kerja. 
 

B07: 
1. Laporan hasil pengawasan 
2. Laporan Kinerja Bulanan  
 
 
B08: 
1. Laporan hasil pengawasan 
2. Laporan Kinerja Bulanan  
 
B09: 
1. Laporan Pelaksanaan Hasil Audit 

dan Reviu 
2. Surat informasi ke Sekretaris 

Jenderal, kepala Badan dan para 
Kakanwil mitra kerja. 

3. Laporan Kinerja Triwulan. 
 
B10: 
1. Laporan hasil pengawasan 
2. Laporan Kinerja Bulanan  
 
B11: 
1. Laporan hasil pengawasan 
2. Laporan Kinerja Bulanan  
 
B12: 
1. Laporan Hasil Reviu dan Laporan 

Hasil Audit Tahun 2022 

 



6 Terbentuknya Zona 
Integritas pada Satuan 
Kerja menuju WBK/WBBM 
di lingkungan 
Kementerian Hukum dan 
HAM 

Meningkatnya jumlah 
Satuan Kerja berpredikat 
WBK/WBBM di 
lingkungan Kementerian 
Hukum dan HAM 
 

Satuan kerja berpredikat 
WBK/WBBM yang ditetapkan 
oleh TPN 

8% dari Satuan Kerja Usulan TPI ke 
TPN memperoleh predikat WBK/ 
WBBM 

B01: 

1. SK Menteri perihal Pembentukan 
TPI Pembangunan ZI Menuju 
WBK/WBBM Kementerian Hukum 
dan HAM Tahun 2022 

2. SK Irjen perihal Pembentukan TPI 
Pembangunan ZI Menuju 
WBK/WBBM Kementerian Hukum 
dan HAM Tahun 2022 

3. Surat Inspektur Jenderal perihal 
Penetapan Kalender Kerja TPI 
dalam Pembangunan ZI Menuju 
WBK dan WBBM di Lingkungan 
Kementerian Hukum dan HAM 
Tahun 2022 
 

B02: 

Laporan Kegiatan FGD Sosialisasi 

dan Asistensi Pembangunan ZI 

Menuju WBK dan WBBM 

 
B03: 
Surat Kepala Unit Eselon I perihal 
Pengajuan Satuan Kerja Menuju 
WBK dan WBBM Tahun 2021 
 

 
 

Inspektorat Wilayah VI 



     B04: 
1. Surat Inspektur Jendera perihal 

Penetapan Satuan Kerja 
Pembangunan ZI menuju WBK 
dan WBBM di Lingkungan 
Kementerian Hukum dan HAM 
Tahun 2022. 

2. Laporan Hasil Pelaksanaan 
Workshop Persiapan Evaluasi ZI 
menuju WBK dan WBBM pada 
satuan kerja di lingkungan 
Kementerian Hukum dan HAM 
Tahun 2022 

3. Laporan Hasil Pelaksanaan 
Evaluasi Pembangunan ZI 
Menuju WBK/WBBM pada Satuan 
Kerja di Lingkungan Kementerian 
Hukum dan HAM Tahun 2022. 

 
B05 
1. Laporan Hasil Panel TPI 

Kementerian Hukum dan HAM 
Tahun 2022 kepada Inspektur 
Jenderal 

2. Laporan hasil Evaluasi satuan 
kerja Zona Integritas menuju 
WBK/ WBBM Kementerian 
Hukum dan HAM kepada Menteri 
Hukum dan HAM RI 

3. SK Menteri Hukum dan HAM 
tentang Penetapan Satuan Kerja 
ZI Menuju WBK dan WBBM di 
Lingkungan Kementerian Hukum 
dan HAM Tahun 2021 dan Surat 
Pengusulan Ke Menpan RB 

 
B06: 
Laporan Hasil Monitoring dan 
Evaluasi satuan kerja yang sudah 
mendapatkan predikat WBBM pada 
tahun kedua. 
 
B07: 
Laporan Hasil Monitoring dan 
Evaluasi satuan kerja yang sudah 

 



mendapatkan predikat WBBM pada 
tahun kedua  
 
B09: 
Laporan Hasil Pendampingan Desk 
Evaluasi Pembangunan ZI Menuju 
WBK/WBBM oleh TPN Tahun 2022  
 
B10: 
Desk Evaluasi Satuan Kerja 
Pembangunan ZI Menuju WBK dan 
WBBM oleh TPN 
 
B11: 
Laporan Hasil Pendampingan 
Evaluasi Pembangunan ZI Menuju 
WBK dan WBBM oleh TPN dengan 
Metode Verifikasi Lapangan Tahun 
2022 
 
B12: 
Undangan Menpan RB kepada 

Menteri Hukum dan HAM perihal 

Apresiasi dan Penganugerahan 

Satuan Kerja Berpredikat WBK dan 

WBBM Tahun 2022 pada Satuan 

Kerja di Lingkungan Kementerian 

Hukum dan HAM 
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